
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/KM.05/2019

TEN'TANC

PENDTAPAN BADAN PET.IYELENGGARA JAMINAN PRODUK HAI'AL

PADA (EMENTERIAN AGAMA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG

MENERAPKAN POLA PENOEIOLAAN KEUANGAN BADAN I'AYANAN UMUM

MENTER! KEUANGAN REPUBLI( INDONESIA'

ban{a berdasarkan ketentud Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengeloLad Keuang@
Ba.lad kyand Umum sebagaimana leLah diubah dengan
Peratura! Peme.intah Nomo! 74 Tanun 2012, Instdsi
Pemerintah yang telah mehenuhi pe*yaratan substantif, teknis,
dan administratif dapat ditetaPkan sebagai Instansi Pemerjitah
yang oene-ap*dn Pola P"nc"lolaan KeLrdSd Badal r€)anan
Umum selelai medperoleh pFtrFrujuan Menrri Keud8an 6tas
dasar usulan Menieii/Pimlinan Irmbaga;

bahwa Menteri Agama melaluj Surat Nomor
B-32rlMAlKu.a3.IlOal2018 td88al 7 Asustus 2018 telah
meneajukan permohonan aga. Badan Penyelenssara Jminan
Ptoduk Halai pada Kemente.iD Agama dapat ditetaPkan sebagai
lnstansi Pemerjntan ydg menerapkan Pola Pengeloia@
Keu@gan Badan Layand Umumi

bahwa berdasark@ hasil penilaid.dari Tim Penilai ymg
diluanskan dald Be.ita Acara Nomor BA-17/Tim_Penilai/2018
tanggal 10 Oktober 20 18, Badan Penyelenggara Jaminan Ploduk
Halal pada Kementedan Agma telah memenuhi persydatd
untuk ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah tdg menerapkd
Pola Pengelol@n Keuangan Bads Layand Umum;

bahwa bedasarks lerlimbdsan sebagaimda dimalsud
dalam huruf a, huruf b, dd huruf c, perlu menetapkm
Keputusan Menteri Keudgd tentang Penetapd
Badd Penyelensga.a Jmind Prcduk Halal pada Kementerian
Agama sebagai Inatmsi Pemeirtab ya.s Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Laysan Umumj
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Peraturan Pemerintan Nomor 23 'tahun 20os tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Laydm Umum (r4nbaran
Negda Republik lndonesia Tdhun 2005 Nomor 48, Tdbanan
Lembdd Negara Republik Indonesia Nomor 4s02)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintan
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembdd Negara RePublik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tmbanm Lembarm Negda
Republik Indonesia Nomd s340)i

Peraturan Menteli Keumgan Nomor I8O/PMK.05/2016
tentang Penetapan dd Pencabutan Pene.apan Pola
Penselolaan Keuaogan Badm layanan Umum Pada Satuan
Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negda RepubLik Indonesia
Taiun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI (EUANGAN TENTANG PDNETAPAN
BADAN PENYELENCGAI{A JAMINAN PRODUK HALAL PADA
KEMENTERIAN AGAMA SEBACAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN POL,{ PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LqYANAN UMUM.

Menetapkan Badan Penyelenggara Jami.d Produk HalaL pada
Kementerian Agama sebagai lnstusi Pemerintah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keudgan Badan rayanm Umum dengan status
Badm Laydad Umum Penuh.

Status Badan Layanan Umum Penuh seba€aimsa dimaksud dalm
Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas Pengelolaan keuangan
kepada Badan Penyelensgara Jaminan Prcduk Halal sesua dengd
Peraturd Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peng€lolaan
Keuangan Badan Laydd Umum sebagaimana telah diuban
dengan Penturan Pemerintah Nomor 74 Tanun 2Or2 dan
peraturan leiaksan@nnya.
Menteri Keuanga! dapat meninjau penetapd Badan PeryeLenggda
Jaminan Produk Halal sebagai Instdsi Pemerintah vdg
menerapkan Pola P€ngelolaan Keuogan Badan Layds Umum
:_sudidenBan L'Lenlu4n prrarr rar PeMda-B Lndsgan

KETIGA



KEEMPAT

Salina. sesuai dengan aslinya

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kdmenteriar-r

Ditetapkd di Jakarta
paoa hngga 2 Januali 2019
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Keputusan Menterj ini mulai be.laku pada tanggal t Januarj 2019.

Salinan Kepuluse Mente.i ini disaapaikan kepada:
1. Ketua Badan Pehe.iksa Keumganj

3. Menteri Pendayagunad Aparalur Negara dan Reformasi
Birokrasij

4. Sekretaris Jende.al, Kementerian Keuangdj
5. Direktur Jenderal Anggdan, Kementerian Keuagani
6. Djrektur Jenderal Pajak, Kementerian Keudgb;
7. DirckturJenderal Perbendahdaan, Kem€nterian Keuangan;
a. Direktur Jenderal Kekayaan Negaraj Kementeid Keudgan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Asama;

lO, (epala Badan Penyelenggara Jaminan Pro.luk Halal,
Kementeian Agadaj

11. Direktur Pembinen Pengelolam Keuangan Badao Laya.aa
. Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

12, Direktu. Sistem Perbendaharaan, Dir€ktorat JenderaL
Perbendaharaan, Kementerid Keudg@;

13. Kelala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemenrerim

14. Kepala (antor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahd@n
Provinsi DKI Jakdta, Diftktorat JeDdera.l Perbendaldan,
Kementerian Keuangm;

15. KepaLa Kantor Pelayanan Perbendahdsn Negara Jakarra IV,
Direktolat Jelderal Perbendaharaan, Kementerid Keudgan.
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